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Penelitian ini membahas tentang praktik akad sewa menyewa pohon buah
duku yang dilakukan masyarakat Desa Cepoko. Akad yang digunakan dalam
perjanjian tersebut adalah akad secara lisan. Sewa menyewa yang dilakukan
masyarakat Desa Cepoko sebagian besar berawal dari hubungan utang piutang.
Risiko yang timbul selama perjanjian pun ditanggung oleh pihak penyewa. Sewa
menyewa akan berakhir apabila salah satu pihak tidak memperpanjang waktu sewa
karena alasan tertentu, seperti ketidakmaksimalan pohon buah duku yang berbuah.

Fokus penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana praktik sistem sewa
menyewa pohon buah duku yang dilakukan masyarakat di Desa Cepoko Kecamatan
Berbek Kabupaten Nganjuk?. (2) Bagaimana perspektif figh mazhab dalam praktik
sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cepoko
Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam (indepth
interview), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa pengumpulan data (data collecting), penyajian data (data
display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing and
verification).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik sewa-menyewa pohon
buah duku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cepoko adalah dengan cara
kesepakatan yang dilakukan lisan antara pemilik pohon dan penyewa yang untuk
diambil buah dukunya dalam jangka waktu tertentu yaitu tahunan (1-10 tahun)
dengan imbalan berupa pembayaran oleh pihak penyewa. Penyewa menyerahkan
uang sewa kepada pemilik pohon pada saat musim pertama diawal tahun sewa,
dimana harga sewa biasanya adalah hasil kalkulasi atau perhitungan berdasarkan
keadaan buah dan pohon buah duku di awal akad sewa, karena buah musim
selanjutnya belum tentu sebaik tahun pertama. Munculnya praktik sewa menyewa
pohon buah duku di Desa Cepoko pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya
hubungan utang piutang antara pemilik pohon dengan pihak yang kemudian
menjadi penyewa. (2) Praktik sewa-menyewa pohon buah duku dalam pandangan
figh empat mazhab diperbolenkan menyewa pohon duku untuk di ambil buahnya
yang termasuk dalam akad ijarah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa
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Cepoko. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan ketentuan para mazhab
dalam praktik sewa menyewa pohon buah duku yang dilakukan masyarakat desa
cepoko , yaitu antara lain; (a) Akad yang dilakukan oleh masyarakat desa cepoko
menggunakan akad lisan yang telah membahas terkait jangka waktu sewa pohon
buah duku secara jelas. Maka berdasarkan pendapat mazhab hanafi, maliki, syafi’
I, dan hanbali terkait kejelasan waktu sewa telah terpenuhi dan diterapkan oleh
masyarakat Desa Cepoko, (b) Dalam sewa menyewa yang dilakukan masyarakat
desa cepoko bermula ketika pemilik pohon yang tidak mampu melunasi utangnya
kemudian menawarkan pohon buah dukunya untuk disewakan kepada pihak
pemberi pinjaman. Maka praktik tersebut masih dapat dibenarkan menurut sebagian
pendapat ulama yaitu mazhab Maliki dan Hambali. Namun praktik tersebut tidak
sesuai dengan pandangan Hanafi dan Syafi’i. (¢) Apabila terjadi gagal panen buah
duku, maka masa sewa akan diperpanjang hingga musim panen berikutnya. Namun
apabila hasil panen buah duku menurun, maka kerugian tersebut ditanggung oleh
pihak penyewa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki
kesepakatan mengenai pembagian risiko dalam akad sewa menyewa tersebut yang
sesuai dengan mazhab Hanafi, Syafi’ i, Maliki dan Hanbali. (d) Berdasarkan
temuan penelitian di Desa Cepoko terdapat kasus ketika penyewa meninggal dunia,
namun pengelolaan pohon buah duku tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kondisi
ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat secara tidak langsung menganggap
akad sewa menyewa tersebut dapat diwariskan. Maka hal tersebut sesuai dengan
pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan keberlanjutan akad
hingga masa sewa berakhir. Berbeda dengan mazhab Syafi’i yang melarangnya.
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This study examines the practice of leasing durian trees among the residents
of Cepoko Village. The agreements are made verbally. Any risks arising during the
lease period are borne by the lessee. The lease terminates if either party chooses not
to renew it for specific reasons, such as the durian tree failing to bear fruit optimally.

The focus of this study includes: (1) How is the duku fruit tree lease system
practiced by the community in Cepoko Village, Berbek Subdistrict, Nganjuk
Regency?. (2) What is the perspective of the figh mazhab in the practice of leasing
duku fruit trees by the community in Cepoko Village, Berbek Subdistrict, Nganjuk
Regency?.

The research method used is a qualitative approach with a field research
design. The data collection techniques used in this study include observation, in-
depth interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used
in this study consist of data collection, data presentation, drawing conclusions, and
verification.

Research findings indicate: (1) The practice of leasing duku fruit trees
among the residents of Cepoko Village is based on a verbal agreement between the
tree owner and the lessee, under which the lessee is permitted to harvest the duku
fruit for a specific period—typically ranging from one to ten years—in exchange
for payment made by the lessee. The renter pays the rent to the tree owner at the
start of the first season of the lease, where the rental price is typically calculated
based on the condition of the duku fruit and the tree at the beginning of the lease
agreement, as the fruit in subsequent seasons may not be as good as in the first year.
The emergence of the practice of leasing duku fruit trees in Cepoko Village was
initially driven by the existence of a debt-credit relationship between the tree owner
and the party who later became the lessee. (2) According to the four schools of
Islamic jurisprudence, the practice of leasing duku fruit trees is permissible;
specifically, leasing a duku tree to harvest its fruit falls under the ijarah contract, as
practiced by the residents of Cepoko Village. However, there are some differences
in the rulings of the schools regarding the practice of leasing duku fruit trees carried
out by the residents of Cepoko Village, including the following: (a) The agreement
entered into by the residents of Cepoko Village is a verbal agreement that clearly
specifies the lease term for the duku fruit trees. Therefore, based on the opinions of
the Hanafi, Maliki, Shafi’i, and Hanbali schools regarding the clarity of the lease
period, the requirements have been met and implemented by the people of Cepoko
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Village. (b) The lease agreement entered into by the people of Cepoko Village
began when the tree owner, unable to repay his debt, offered his duku fruit tree for
lease to the lender. Therefore, this practice is still considered permissible according
to the opinions of some scholars, namely the Maliki and Hanbali schools. However,
this practice does not align with the views of the Hanafi and Shafi’i schools. (c) In
the event of a duku fruit crop failure, the lease period will be extended until the next
harvest season. However, if the duku fruit yield decreases, the loss is borne by the
lessee. This provision indicates that the community has reached an agreement
regarding risk sharing in the lease agreement, which aligns with the Hanafi, Shafi’i,
Maliki, and Hanbali schools of thought. (d) Based on research findings in Cepoko
Village, there are cases where the tenant has passed away, yet the management of
the duku fruit trees continues to be carried out by the heirs. This situation indicates
that the local community indirectly considers the lease agreement to be inheritable.
This aligns with the views of the Hanafi and Hanbali schools of thought, which
permit the continuation of the agreement until the lease term expires. This differs
from the Shafi’i school, which prohibits it.
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